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Perjanjian kerja merupakan suatu wadah yang menghubungkan para pihak dalam hubungan kerja 
dimana kedudukannya merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. 
Keberadaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global 
dan kemajuan teknologi yang begitu demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan 
usaha yang begitu ketat. Hingga dalam praktiknya Peraturan Penyedia jasa pekerja selalu 
bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum. Dalam memberikan batasan dan 
pengaturan itu diatur dalam perumusan peraturan Perundang-Undangan. Perubahan status 
pekerjaan sebagai salah satu perlindungan hukum pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa 
Pekerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diatur melalui Undang-Undang No.13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan terhadap prinsip-prinsip dasar Perjanjian, 
maka pembatasan yang ada harus tetap didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam perjanjian. 
Dalam menerapkan perlindungan hukum yang berlaku, tidak tunduk dan patuh terhadap prinsip-
prinsip hukum berpotensi akan menimbulkan ketimpangan dan masalah baru. Hukum 
Ketenagkerjaan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang sebelum 
dan sampai berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan tempat pekerja tersebut 
bekerja. Dengan kata lain, Hukum Ketenagakerjaan mempunyai ruang lingkup Perlindungan 
Hukum dari awal sebelum memasuki Dunia Kerja hingga berakhirnya Hubungan Kerja itu 
sendiri. 
 




The employment agreement is a container that connects the parties in the a working relationship 
which the equal position before is an Act for the parties to make an agreement. The existence of 
Labour Service Company affected by global economic conditions and technological advances 
are so so quickly impact the onset of competition is so tight. Up in practice regulation services 
provider worker is always contradictory to the norms and principles of law. In providing setting 
it up restrictions and regulations arranged in the formulation of Legislation. Changes in 
employment status as one of the legal protection of workers in the Labour Service Provider 
Workers that have been established by the Government through Law No. 13 of 2003 on Labour 
in particular relations labour agreements can not be isolated against the basic principles of the 
Agreement, existing restrictions should be based on the principle basic agreement. In applying 
the applicable legal protection, are not subject and obedient to the principles of the law would 
potentially cause lameness and new problems. Labour of law is essentially a set of rules that 
govern before and until the end of the employment relationship between the worker and the 
company where worked. In other words, Labour Law have the scope of the legal protection from 
the beginning before entering the world of work until the end of the Work Relations itself. 
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Pemerintah sebagai unsur pembentuk peraturan Perundang-Undangan harus dapat 
memberikan perlindungan melalui pembuatan norma hukum yang  jelas dan sesuai dengan asas-
asas hukum yang berlaku. Peraturan UUK dengan jalan merubah status hubungan kerja tidak 
sesuai dengan asas hukum khususnya asas perjanjian/kontrak terhadap asas Pacta Sunt Servanda. 
Perubahan status hubungan kerja merupakan ketentuan yang tidak memiliki dasar kuat dan 
menyebabkan konflik norma hukum terutama pada kelangsungan akibat perusahaan dalam 
menyikapinya. 
Pada Saat akan merubah status hubungan kerja perusahaan pemberi kerja   memberikan 
persyaratan Administrasi sebagai syarat yang dipenuhi oleh pekerja untuk pengangkatan 
perubahan status hubungan kerja menjadi pekerja tetap (PKWTT) yaitu dengan diadakannya 
pendataan dari pekerja dan setelahnya itu melakukan tes. Namun menarik kesimpulan yang pada 
akhirnya pada saat sudah melakukan persyaratan administrasi hubungan pekerja dengan pemberi 
kerja tersisihkan karena tidak ada kepastian pengusaha dalam menerima perubahan status 
kerjanya menjadi PKWTT. Sehingga ketentuan perubahan status hubungan kerja  ini bisa 
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